BUPATI TAPUT TEGASKAN PENGELOLAAN DANA QE'SA DIPERKUAT

Sumber Gambar: https://wasp:ada.co.id/

TAPUT, Waspada.co.id — Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran
Hutabarat S.Si M.Si menegaskan bahwa pengelolaan dana desa (DD) harus dilakukan
secara transparan, tertib administrasi, serta berorientasi pada manfaat nyata bagi
masyarakat desa.

“Dana desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dari
tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus
dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata
bagi masyarakat desa,” kata Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, SSi, MSi saat
menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Sopo Partungkoan,
Tarutung, Rabu (25/2).Berita Medan

Dr.Jonius Taripar menyampaikan bahwa aparatur desa dituntut semakin adaptif
dalam perencanaan dan peningkatan kualitas pelaporan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi
juga dari kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran secara terbuka,” ujarnya.

la juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah
desa, dan lembaga pengawasan dalam menjaga akuntabilitas.

“Sosialisasi ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama guna
memperkuat pemahaman regulasi dan mencegah kesalahan administratif,” harapnya.

Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan bertujuan
memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
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Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni
Lumbantoruan, M.Eng, Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, Kepala Bagian
Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Fransiskus
Heriyanto Harum, serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry
Simatupang, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala
desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pemerintah desa semakin siap
mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi pembangunan
desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. https://waspada.co.id/bupati-taput-tegaskan-pengelolaan-dana-desa-diperkuat/, 25
Februari 2026.

2. https://www.viral24.co.id/pemkab-taput-perkuat-tata-kelola-dana-desa-melalui-
sosialisasi-bpk/, 25 Februari 2026.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 26 Ayat (1) dan (2)

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
berwenang diantaranya memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan
Aset Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun
anggaran;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
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c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa
secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran;

d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah
Pasal 1 Angka 9
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan
untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 71 Ayat (1) dan (2)

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

(2) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai
dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pasal 2
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
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Pasal 29

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

. penatausahaan;

. pelaporan; dan

. pertanggungjawaban.

O O O

Pasal 30

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan
dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi
pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. (3) Pengelolaan
keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang
dikelola Kementerian Dalam Negeri.
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